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Arus Perkembangan zaman yang semakin modern membuat kegiatan 
ekonomi  masyarakat di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Lampung melakukan transaksi jual beli singkong sebelum 
masa panen untuk memenuhi  kebutuhan ekonominya. Tentunya hal ini tidak 
masalah selama transaksi berjalan sesuai aturan syara’ dengan memenuhi rukun 
dan syaratnya. Namun dalam praktiknya jual beli singkong sebelum masa panen  
yaitu ketika usia singkong 1-3 bulan di atas tanah pemilik lahan ini dilakukan oleh 
masyarakat setempat dengan harga cuma-cuma atau biaya perawatan saja. 
Alasannya karena dalam keadaan yang mendesak sehingga memaksanya harus 
melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk ketika memasuki 
hari raya idul fitri. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana 
praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Di Desa Pagar Buana 
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung dan 2). 
Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang  Jual Beli Singkong Sebelum Masa 
Panen Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Lampung dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
praktik dan tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Singkong Sebelum Masa 
Panen Di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Lampung. Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
jenis studi kasus yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif 
normatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau 
hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap fenomena yang terjadi 
dilapangan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan 
data sekunder. Data primer dikumpulkan melelui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi, data primer ini diperoleh langsung dari responden mengenai 
pelaksanaan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen, sedangkan data 
sekunder berupa teori-teori dan norma hukum, serta data penunjang lainnya 
diperoleh dari kepustakaan dokumentasi dan profil monografi desa. Analisa data 
menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan  metode 
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli singkong sebelum 
masa panen belum diketahui objek jual belinya dengan pembayaran di awal akad 
dan tidak ada pembayaran lainnya di akhir ketika pemanenan, dan dalam tinjauan 
hukum Islam jual beli singkong sebelum masa panen ini tidak diperbolehkan, 
dikarenakan adanya syarat objek akad yang tidak terpenuhi  hal ini mengundang 
gharar dan adanya unsur kedzaliman dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. 
Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan dalam upaya mengatasi 
pelaksannan transaksi jual beli singkong sebelum masa panen yang sesuai dengan 
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                     
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang 
merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 
janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami judul 
skripsi ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dianggap penting dalam 
judul skripsi “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen dalam Tinjauan 
Hukum Islam  (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung)” ini. 
1. Jual Beli adalah suatu persetujuan bahwa seseorang mengikatkan diri 
untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang 
telah disepakati.
1
 Jual Beli dalam arti umum diartikan menukar barang 
dengan barang atau barang dengan uang dengan  melepaskan hak milik 
dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2
  
Jadi yang di maksud dengan jual beli singkong sebelum masa 
panen adalah suatu bentuk persetujuan satu orang atau lebih dengan 
maksud mengikatkan diri untuk melakukan suatu transaksi jual beli yakni 
jual beli singkong yang belum masuk waktu panen antara penjual dan 
pembeli untuk saling menyerahkan hak dan kewajiban yaitu melepaskan 
hak milik yang berarti menyerahkan barang kepada pembeli dan penjual 
memberikan bayaran dengan harga yang telah disepakati. 
                                                             
1
 Zainul Bahry, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum & Politik, Bandung: Angkasa, 
1996), h. 125. 
2




2. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, 
memeriksa, mengamati dan sebagainya).
3
  
3. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam 




4. Desa Pagar Buana terletak di Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Provinsi Lampung. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dari 
skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas sesuai hukum 
Islam terhadap praktik pelaksanaan jual beli singkong sebelum masa panen di 
Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang 
Barat  Lampung. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menjadi dasar memilih judul “Jual Beli 
Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi Kasus 
di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Lampung). Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Karena fakta adanya suatu praktik jual beli singkong yang belum 
memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way 
Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. 
                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
4
 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 




b. Pada transaksi jual beli singkong sebelum masa panen diduga terdapat 
gharar yang tidak sesuai menurut hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
a. Adanya referensi primer maupun sekunder yang membahas tentang 
jual beli dan hukum yang berkaitan. 
b. Judul yang diangkat erat relevensinya dengan jurusan Muamalah 
sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini. 
c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok 
permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul 
ini sebagai judul skripsi. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Muamalah adalah disiplin ilmu yang di dalamnya membahas 
bagaimana cara manusia harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang 
baik menurut syari’ah. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah 
jual beli, yakni persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 
disepakati
5
. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua 
orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-
masing pihak yang melakukan transaksi itu.  
Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-
Quran surat An-Nisa ayat 29: 
                                                             
5




                           
                           
 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 





Dilarang  melakukan suatu perniagaan atau kegiatan dalam kehidupan 
dengan cara yang tidak dibenarkan syara’   atau dengan jalan yang batil, tidak 
diperkenankan adanya suatu kecurangan dalam kesepakatan yang telah 
dibuat, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt, Q.S Al-Maidah (4) 
ayat (1), yang berbunyi: 
       
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” 
 
Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin 
berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan 
baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi 
perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang 
diistilahkan ‘antaradhin minkum’. 
7
 
Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar 
jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Di antaranya adalah orang-orang 
yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad), sighat 
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 Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar 
(shahih),  jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (batil) dan 
jual beli yang rusak (fasid).
9
   
Pada kasus ini terdapat suatu transaksi jual beli yang terjadi di Desa 
Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Lampung, jual beli yang sering dilakukan salah satunya jual beli singkong 
yang usianya belum memenuhi masa panen.  Rata-rata masyarakat di desa 
tersebut mata pencahariannya adalah berkebun dan berladang, namun ada 
juga pebisnis dan pengusaha. Oleh sebab itu terkadang jika dia seorang 
pengusaha atau pebisnis yang memiliki jadwal keluar kota, berpindah-pindah 
tempat harus meninggalkan tanaman yang sudah ditanamnya, seperti 
singkong. Jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen dilakukan 
oleh sebagian besar masyarakat jika terdapat kendala atau masalah 
perekonomian yang mendesak. Biasanya mereka yang menanam singkong 
dan kemudian tidak dapat melanjutkan perawatan ataupun harus 
meninggalkan ladang mereka karena alasan tertentu lebih memilih menjual 
tanaman singkong tersebut kepada orang lain.
10
 Singkong yang dijual oleh 
pemilik lahan di atas tanahnya biasanya masih berumur sangat muda, hanya 
dapat diperkirakan sudah berbuah meskipun masih sangat kecil sekali 
buahnya dan pembeli atau pengelola selanjutnya harus menunggu sampai 
waktu panen tiba. Contohnya ketika seorang membeli singkong dari petani 
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dengan usia 3 (tiga bulan) maka pembeli harus menunggu 5-7 (lima sampai 
tujuh) bulan agar dapat memanem singkongnya, dengan harapan hasil yang 
dipanen akan melimpah karena buah sudah besar. Waktu umum panen 
singkong sekitar 8-10 (delapan sampai sepuluh) bulan.
11
 
Pada umumnya yang sering terjadi dalam praktiknya, singkong yang 
masih berumur 3 bulan di atas tanah pemilik lahan akan dijual oleh pemilik 
lahan kepada orang lain dengan harga yang sangat murah dibandingkan 
melihat hasil panen nanti, atau membayar perawatan saja selama 3 bulan 
tersebut, kemudian pembeli atau pengelola baru ini membayar dengan jumlah 
yang diperlukan saja oleh sang penjual atau pemilik tanah. Alasannya karena 
hal yang mendesak tadi membuat pemilik lahan tidak mempunyai pilihan lain 
selain menjual tanamannya  yang masih sangat muda dan sepenuhnya 
menyerahkan tanaman singkong yang tumbuh di atas tanahnya kepada 
pembeli. Contohnya sebuah keluarga yang tinggal di desa Pagar Buana 
memiliki lahan yang diatasnya sedang ditanami singkong dan baru berumur 3 
(tiga) bulan akan pindah ke Palembang karena sang suami mendapat 
panggilan kontrak selama 4 (empat) tahun untuk menggarap jalan tol. Oleh 
sebab itu keluarga tersebut harus pindah sementara ke Palembang dengan 
meninggalkan rumah dan lahan tersebut, karena tidak ada yang merawatnya 
maka pilihan untuk menjual tanaman singkong dengan usia muda itu mereka 
ambil, yang kemudian bayarannya untuk tambahan biaya hidup disana. 
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Selanjutnya pembeli menggarap singkong yang sudah dibeli dan 
menunggu sampai waktu panen tiba. Perihal resiko yang terjadi setelah 
pembelian singkong oleh sang pembeli itu adalah tanggung jawab pembeli 
sepenuhnya, dan sudah lepas tangan dari pemilik sebelumnya. Dan ketika 
waktu panen tiba, hasilnya pun sudah milik sepenuhnya pembeli tanpa harus 




Jika singkong digarap dengan baik oleh penjual kemudian dijual lalu 
dirawat baik pula oleh sang pembeli hasil panen bisa mencapai 2x lipat lebih 
dari hasil jual awal. Semisal dalam 3 bulan tanaman singkong yang dijual 
dihargai 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh pemilik lahan sebagai biaya 
perawatan saja, kemudian jika panen singkong dalam usia 8 bulan berarti 
pembeli harus menunggu 5 (lima)  bulan lagi sampai masa panen. Dari hasil 
panen 8 bulan singkong bisa mencapai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta 
rupiah) yang diperoleh pembeli yang hanya merawat dalam 5 bulan singkong 
seluas 1 hektar tersebut.
13
 Hal ini tentu ada ketimpangan dimana penjual 
terlihat sangat dirugikan karena kenyataan panen yang diperoleh pembeli 
sangat menguntungkan, sedangkan penjual hanya mendapat bayaran selama 3 
bulan yaitu sebagai biaya perawatan saja bukan keseluruhan  sampai waktu 
panen dan penjualan terjadi karena keterpaksaan di mana penjual sangat 
membutuhkan uang atau dalam keadaan terdesak lainnya. Dan jika dilihat 
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dari sisi pembeli, pembeli dalam keadaan setengah-setengah sebab menduga-
duga hasil panen, karena ditangguhkan lagi sampai menunggu waktu panen 
tiba. 
Pembayaran selama 3 bulan yang diberikan pembeli kepada penjual 
tidak dapat dikatakan sebagai upah (Ujrah), karena bagaimanapun juga saat 
pertama kali ditanami, tanaman tersebut tumbuh dilahan pemilik lahan yang 
kemudian dikelola dan dirawat oleh pemilik lahan, dari mulai membersihkan 
rumput, sampai dengan memupuk, tentu hal ini perlu dipertimbangkan. 
Karena lahan untuk menanam tidak terhitung dalam pembayaran biaya 
perawatan saja yang  senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut. 
Sedangkan dalam sistem sewa saja ada pembayaran sewa lahan, terlebih 
pemilik lahan juga merawatnya selama 3 bulan hingga kemudian ia 
menjualnya. Sedangkan pembeli hanya tinggal melanjutkan dan memberi 
pupuk atau memberi perawatan seperlunya saja terhadap tanaman singkong 
yang berada di atas lahan penjual sampai waktu panen tiba. Kebiasaan yang 
dilakukan masyarakat ini menjadi perhatian cukup besar untuk dapat dikaji 
aspek hukum jual beli singkong sebelum masa panen menurut fuqaha, supaya 
jual beli diketahui sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam dan agar 
kelanjutannya masyarakat memahami transaksi hukum jual beli tersebut. 
Berdasarkan keterangan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 
lebih jelas mengenai jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen ini 
dikarenakan ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terlaksana, yaitu 




ketidakjelasan yang cukup umum dipraktikan di masyarakat. Penelitian ini 
berjudul “Jual Beli Singkong Sebelum Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum 
Islam” (Studi Kasus di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat  Lampung). 
 
D. Fokus Penelitian 
Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari 
suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat  atau menetapkan 
fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian 
ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah  dan tujuan 
penelitian.
14
 Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada 
praktik  jual beli singkong sebelum masa panen ditinjau secara hukum Islam 
di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang 
Barat  Lampung. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan  
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik jual beli singkong yang belum memenuhi masa panen 
di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Lampung ? 
                                                             
14
 Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 




2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli singkong yang belum 
memenuhi masa panen  di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung ? 
 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui  praktik pelaksanaan jual beli singkong yang belum 
memenuhi masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli singkong 
yang belum memenuhi masa panen  di Desa Pagar Buana Kecamatan 
Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. 
 
G. Signifikasi Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 
penelitian di atas, maka diharapkan penelitian tentang jual beli singkong 
sebelum masa panen dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis 
maupun teoritis. 
1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan 
terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli singkong 
sebelum masa panen. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 




dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan 
makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode 
tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan 
(Field Research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini 
lapangan di kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya penelitian lapangan 
merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang 
apa yang terjadi dimasyarakat.  Dalam hal ini akan langsung diarahkan  
mengamati praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar 
Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Lampung.  
2. Sifat penelitian  
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian 
yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara 






 Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin 
menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang 
praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana 
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah semua keterangan yang di peroleh responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian 
yang dimaksud. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dikumpulkan 
sejak Agustus 2019 s/d Januari 2020. Dalam penelitian lazimnya terdapat 
dua jenis data yang dianalisis yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan 
lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. 
Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data isi, adapun yang 
menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya dilakukan 
dalam konsep kehidupan sebenarnya. Data yang diperoleh atau 
dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang 
melakukan penelitian yaitu data tentang jual beli singkong sebelum 
masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Lampung berupa hasil wawancara, hasil 
pengamatan dan hasil dokumentasi. 
b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data 
primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan 
bersumber dari Al-Quran, hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan 
literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini 
kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan 
dengan penelitian. 
4. Partisipasi Informan dan Tempat Penelitian 
a. Informan 
Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap 
praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa Pagar Buana 
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Lampung. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam 
penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pagar Buana yang di dalamnya 
terdapat pihak sebagai penjual, pembeli dan orang yang terkait sebagai 
pengamat. Kemudian setelah itu, peneliti akan mengambil 13 (tiga 
belas) orang sebagai informan dalam penelitian tersebut dengan 
keterangan 5 (lima) orang sebagai pemilik lahan, 4 (empat) orang 
sebagai pihak  pembeli dan 4 (empat) orang sebagai pengamat atau 
warga yang mengetahui transaksi jual beli tersebut.  
Pada penelitian ini meyebutnya menggunakan teknik purposive 




ditentukan oleh  peneliti.
16
 Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan 
jawaban dari informan dan mengambil jawaban terbanyak dari 
beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian  
sebagai kesimpulan, jawaban, atau alasan dari pihak penjual dan 
pembeli dalam melakukan Praktik Jual Beli Singkong Sebelum Masa 
Panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Lampung. 
b. Tempat Penelitian 
Dalam sebuah peneilitian, seorang peneliti harus memilih dan 
menjadikan suatu tempat untuk menjadi lokasi atau objek penelitian. 
Hal tersebut guna memudahkan proses penyusunan atau sistematika 
penulisan dan pelaporan. Adapun yang menjadi objek atau tempat 
penelitian dalam penelitian ini adalah pada sebuah Praktik Jual Beli 
Singkong Sebelum Masa Panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way 
Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan 
pengindraan.
17
 Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, 
dan melakukan pengkodean serangkaian prilaku dan suasana yang 
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berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan 
empiris.
18
 Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan 
dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai 
pihak terkait yaitu penjual dan pembeli serta para petani dan masyarakat 
yang pernah melakukan transaksi jual beli  singkong sebelum masa 
panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Lampung. 
b. Wawancara 
Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk 
suatu pembicaraan.
19
 Wawancara merupakan alat pengumpulan 
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 
dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri  utama dari wawancara adalah 
kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan 
sumber informasi.  Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini 
yaitu pihak yang terkait dalam hal ini yakni masyarakat setempat yang 
pernah melakukan transaksi maupun yang mengamati saja, dan para 
petani lainnya di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Hal itu dilakukan dengan 




c. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak 
langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen 
yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan 
notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya. 




6. Metode Pengolahan Data  
  Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau 
angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 
tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul 
baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-lagkah 
pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
  Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
terkumpul itu terkumpul tidak logis dan meragukan.
22
 Dalam proses 
editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap 
dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Coding 
Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun 
penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukan 
kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya. 
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c. Sistematisasi Data (systematizing) 
Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi 
tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
23
 
7. Metode Analisis Data  
Metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, Jual Beli Singkong Sebelum 
Masa Panen Dalam Tinjauan Hukum Islam yang terjadi di Desa Pagar 
Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Lampung. Kemudian, setelah analisa data selesai maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara 
bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterprestasian 
secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai 
jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan 
menggunakan pendekatan berpikir deduktif.  
Metode deduktif yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menjadi 
pengetahuan yang bersifat khusus.
24
 Metode ini digunakan dalam 
gambaran umum proses pelaksanaan tradisi praktik jual beli singkong 
sebelum masa panen melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut 
berusaha ditemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan tersebut 
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digunakan untuk mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip 
umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Pagar Buana 
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.
25
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A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) 




ََ ْْيَِ َلَُـُملَات َِِبمض َّ ْْيِ  امض َّ
Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).” 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-tijarah,  dan 
al-mubadalah.  Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.
2
 
َّنَتَُبورََ اَرًةَم َ﴾٩٢﴿ يَْرُجوَنَِِتَ
Artinya: “mereka mengharapkan tijarah (perdagangan yang tidak akan 
rugi.” (QS. Fathir (35).29). 
Jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam 
mendefinisikannya, antara lain: 
a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli kedalam dua 
macam, yaitu: 
1) Definisi dalam arti umum, yaitu : 
َتََوَُىَوَتَْيعَُ وَِـِاَمنََّـامَْعْْيِ ِةََوََنْ ََىِةََوَامِْفضَّ ََىـَاَأ ْوُمبَاَدَََْلَدَْيِنَاذلَّ َةَُـم
                                                             
1
A. Khumedi Ja‟far Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, 
(Bandar Lampung: Permatanet, 2016),  h. 103. 
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67. 
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لَْعِةَتَ ِوَىِاَعَََلََوْجوََِْلدَِـِاَمنََّـامِسّ  3َمْخُصْوٍص.َأ ْوَََنْ
Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang 
dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.” 
 
2) Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
4ََوُىَوَُمبَاََدَمَـِةَامَْماَِلَعَََلََوْجِوََمْخُصْوٍص.
Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta 
menurut cara yang khusus.” 
 
b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua 
macam, yaitu arti umum dan khusus. 
1) Definisi dalam arti umum, yaitu:  
ةَِ ََمنَاَِفَعََواَلَُمْتَعِةَمَـذَّ  5.فَيَُوََعْلُدَُمَعاََوَضِةَعَََلَغَْْيِ
Artinya: “ Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas 
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.” 
 
2) Definisi dalam arti khusus 
ِةَأ ْوَُمََكَيََسِةَ ََمنَـاَِفـَعََواَلَُمْتـَعـِةَمَـذَّ ـَُوََعـْلُدَُمَعـاََوَضِةَعَََلَغَْْيِ َفَي
َفـِْيِو.َأَحـُدَِعَوََضْيِةَ َامْـَعْْيِ َغَـْْيُ ٌ ٍة،َُمَعـْيَّ ََذَىٍةََواَلَِفضَّ 6َغَـْْيُ
Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbale balik) atas 
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 
bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan 
bukan perak, objeknya jelas bukan utang.” 
                                                             
3 Abdurrahman Al-Jazairi, Khitabul Fiqh‟ Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II, (Beirut: Darul 
Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134. 
4
  Ibid, h. 135 
5 Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtar, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 
2004), h. 204. 
6 Ibid. h. 372. 
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Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 
mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula 
perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak 
ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 
dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui 
sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
7
 
c. Imam Syafi‟i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, 
praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan 




Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:  
َْاملَالَِ 9َََوتََملكَكًَتَْمِلْيَكًََِِبمَْمالََُِمَباََدََلُ
Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan.” 
 
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan 
pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus 
dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarah).
10
  
                                                             
7
 Ibid, h. 70. 
8
 Imam Syafi‟I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm,  
Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2013), h.1. 
9 Imam An-Nawawi, al-Majmu‟ Syarh al-Muhazzab,(Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Jilid IX, 
h.62 
10
 Narsun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112. 
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Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan 
bahwa Ba‟I adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran 
benda dengan uang.
11
 Pada intinya adalah proses tukar menukar barang. 
Hal ini bahkan sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif yang pada saat 
itu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan 
sistem barter. Dan meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti 
dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih 
berlaku.
12
 Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki 
kebutuhan yang berbeda setiap harinya, dan untuk memenuhi 
kebutuhannya seseorang tidak mungkin memberinya tanpa meminta 
imbalan. Untuk itu diperlukan hubungan interaksi antara manusia, salah 
satu sarananya adalah dengan transaksi jual beli.
13
 
Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan 
uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 







                                                             
11
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 NO. II Bab II Tentang Ketentuan Umum 
Akad. 
12
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101. 
13
 Rozalinda, Fikih Ekonomi syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63. 
14
 A. Khumedi Ja‟far Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., h. 104. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, para ulama 
mengatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah mubah (boleh). 
Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 
790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.  Hal 
ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur‟an, Hadits 
dan Ijma‟ Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam 
diantaranya, yaitu: 
a. Al-Qur‟an 
Ada beberapa ayat al-Qur‟an yang menjadi landasan jual beli, 
diantaranya: 
1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 : 
                





Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya 
Tafsir Al-Misbah yaitu jual beli adalah transaksi yang 
menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui 
kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja 




                                                             
15
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟nul Karim Tafsir per-Kata, (Jakarta: Al-
Fatih, 2013), h. 48. 
16
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721. 
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2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198 : 
                   
Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 




3) Q.S An-Nisa‟ (4) ayat 29: 
                        
                  
          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,(tidak 
benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta 
yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna 
larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak 
mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan megantarkannya 
kepada kemaksiatan dan kehancuran seperti praktek-praktek riba 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur‟an  Dan Terjemahannya, 
(Bandung: Diponegoro, 2010), h. 31. 
18
 Ibid., h. 83. 
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1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim 
َكَالََ َ َعَلَْيِوََوَسَّلَّ ُ َاّلّله ََصَلَّ ََعْنُوََعِنَامنَِّبِّ ُ َاّلّله ََعِنَْامِلْلَداِمََرِِضَ
َ ِلَيَِدِهََوِانَّ َِمْنَََعَ اَِمْنََاْنَيَبََُِكَ َخْْيً ََاَحٌدََظَعاًَماَكَطَك ََماَاََََكَ
َدََ ِ َاّلّله ِلَيَِدِهَ.َهَِبَّ َِمْنَََعَ اَلُمَََكَنَيَبََُِكُ   ()راهَامبغارىاُوَدَعَلَْيِوَامسَّ
 
Artinya : Dari Miqdam RA., dari Rasulullah SAW. 
Bersabda, “seseorang tidak pernah memakan makanan yang lebih 
baik daripada makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesunguhnya 





Hal ini berarti jual beli yang jujur, tanpa diiringi 
kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis 
dari Abi Sa‟id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn 








Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat 
bahwa jual beli itu dibolehkan jika didalamnya terpenuhi rukun 
dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.
22
 
                                                             
20 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, (Jakarta: 
Annur Press, 2005), h.205. 
21
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., h.114. 
22
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75. 
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 Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan 
harta yang dimiliknya dan memberi jalan keluar untuk masing-
masing manusia dengan maksud untuk  memiliki harta orang lain 
dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip 
perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak 
yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh 
prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut: 
1) Prinsip Kerelaan 
2) Prinsip Bermanfaat 
3) Prinsip Tolong Menolong 
4) Prinsip Tidak terlarang23 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempuyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli. Di bawah ini rukun dan syarat jual beli 
adalah sebagai berikut: 
a. Rukun Jual Beli 
Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ arkan, artinya asas 
atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 
dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu 
                                                             
23 H. M. Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144. 
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pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.
24
 Adapun 
rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 
1) Penjual (Bai‟),  yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, 
atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 
2) Pembeli (mushtar), yaitu orang yang cakap yang dapat 
membelanjakan hartanya (uangnya). 
3) Barang jualan (ma‟qud „alaih), yaitu sesuatu yang 
diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual dan diketahui sifatnya 
oleh pembeli. 
4) Shighat (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual 
dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 
pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 




b. Syarat sahnya jual beli 
1) Syarat subjek jual beli: yaitu penjual dan pembeli harus 
memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut: 
a) Berakal, yaitu baik penjual dan pembeli dapat membedakan 
atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab 
itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 
dan orang gila hukumnya tidak sah. 
                                                             
24
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam, Penerjemah: 
Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89. 
25 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., h.104. 
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b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan 
baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak 
laki-laki  dan telah datang bulan (haid) bagi anak 
perempuan). 
c) Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam 
melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh 
ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, 
karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak 
sendiri hukumnya tidak sah.
26
 
2) Syarat Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi 
sebab terjadiya transaksi jual beli,  dalam hal ini harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 
diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis 
atau yang diharamkan. 
b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang 
itu. 
c) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, 
maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa 
kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku. 
                                                             
26
 Ibid, h. 105. 
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d) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan 
akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian 
jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah atau 
telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 
e) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, 
maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual 




3) Syarat nilai tukar (harga barang) 
Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, 
yang di zaman sekarang adalah uang. Berkaitan dengan nilai 
tukar ini, ulama fiqh membedakan antara ats-tsaman dengan 
as-si‟r.  Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang 
berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan 
as-si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima para 
pedagang sebelum dijual ke konsumen, dengan demikian ada 
dua harga yaitu harga antar pedagang, dan harga antar 
pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).
28
 Harga yang 
dapat dipermainkan para pedagang adalah ats-tsaman, bukan 
harga as-si‟r. Ulama  fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-
tsaman sebagai berikut: 
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 Ibid, h. 107-109. 
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a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara 
hukum, seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila 
harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka 
pembayarannya harus jelas waktunya. 
c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang 
yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 




4. Pendapat Para Ulama 
Adapun para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam jual beli baik dalam akad, aqid, ataupun dalam 
ma‟qud alaih. Adapun pendapat mereka akan diuraikan berikut ini: 
a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). 
Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan 
qabul berarti penerimaan. Ijab dan qabul dapat dilakukan oleh 
penjual dan pembeli.  Ucapan atau tindakan yang terlahir terlebih 
dahulu dari salah satu pihak yang berakad disebut ijab kemudian 
ucapan atau tindakan yang terlahir sesudahnya disebut qabul.
30
 
Menurut ulama Hanafi, penerapan ijab dan qabul tidak 
harus diekspresikan dalam ucapan (perkataan tertentu).  Ukuran 
                                                             
29
 Ibid, h. 67. 
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ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi 
dan adanya tindakan, tindakan memberi atau menerima dalam 
bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan 
kepemilikan. Kata bi‟tu (saya menjual), malaktu (saya memiliki), 
isytalaitu (saya beli), akhadtu (saya ambil) merupakan contoh akad 
jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.
31
  
Adapun menurut ulama Syafi‟iyah bahwa jual beli tidak 
sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu 
atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli 
dengan tulisan, putusan orang atau dengan isyarat tuna wicara yang 
dapat dimengerti (dipahami maksudnya).  
Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul menurut pendapat 
Syafi‟iyah dan Hanabilah adalah adanya kesinambungan antara 
keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat 
merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa 
keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual 
beli selain hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat 
lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya 
kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang 
diperjual belikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak 
ada kesesuaian antara ijab dan qabul.  
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 Ibid. 139 
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b.  Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli).  
Dalam syarat sah aqid melakukan atas kehendak sendiri 
Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang 
pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual 
beli ini, yakni:  Pertama menurut ulama madzab Hambali 
menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak 
boleh dipaksa secara lahir dan batin. Apabila keduanya hanya 




Kedua menurut madzab Hanafi bahwa akad yang 
dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi 
kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena 
terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim 
memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya 
dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual 
beli tersebut dinyatakan fasid. Ketiga ulama madzab Maliki 
menyatakan bahwa jual beli tidak memiliki kekuatan hukum 
apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, menurut mereka terdapat 
dua macam, yaitu: 
a) Paksaan untuk menjual, jual beli semacam ini tidak 
mempunyai akibat hukum. Jadi penjual dapat meminta kembali 
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barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang 
tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.  
b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa 
seseorang untuk menjual barangnya. Namun sebagian 
kalangan ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa 
jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena 
dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi 
penjual. Jalan keluar paksaan dari orang yang meminta uang 
kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya 
sehingga dia dipenjara, adalah menjual barang yang dimiliki 
guna mendapatkan uang yang diminta orang itu agar dia 
selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli 
tersebut tidak sah, tidak ada seorang pun yang datang untuk 
membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia 
harus masuk penjara.  
Oleh sebab itu jual beli tersebut telah disepakati sebagian 
besar madzab maliki, sebagai jual beli yang sah dan 
mempunyai kekuatan hukum.
33
 Atas dasar pernyataan diatas, 
menurut madzab maliki, paksaan karena suatu hak tidak 
menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib 
melaksanakannya.  
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Keempat ulama madzab Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli 
yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. 
Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat 
dibagi menjadi dua:  
a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang 
lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.  
b) Paksaan karena suatu hak, artinya seseorang memaksa orang 
lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Hal 
seperti ini tidak mencacatkan akad jual beli dan hukum akad 
tersebut sah. 
c. Syarat dalam ma‟qud alaih (objek akad).  
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat ma‟qud alaih ada enam 
macam, namun pada dasarnya dua dari enam syarat tersebut tetap 
mercakup empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad 
berlangsung. Secara global akad jual beli harus terhindar dari 
enam macam „aib, yaitu terhidar dari unsur ketidakjelasan 
(jihalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan dengan waktu (at-
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Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli 
tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli 
perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual 
beli salam.
35
 Sebagaimana sabda Rasulullah saw.  
َواىادلاركعىنَعنَأ يبَىريره()َر ذاراه منَاصـرتىَصيئاَملَيراهَفيوَِبخليارا
“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia 




Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut „urf 
(adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang  agar terjaga dengan 
baik. Menurut Wabah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa 
Adillatuh juz kelima menyatakan: 
ْيَُىَوَُمَضنَّةَََُوامْغََرُرَمُغَةٌَ ِ ُلُو،ََ:ََمـْعنَـاُهَاخِلَداُعَاذلَّ لّـَ ِرَضاِتِوَِعْنَدَََتَ  فَيَُكْونََُأالََّ
َامِلالََُ َِتلَْ مغََرُرَِفْليـًاَيَتَنَاَوُلَامِغُشََواامَْخَداعَُِِبمَْباِظِل.َواََِْمْنََأََكَ  َوامِْجيَاََلُ
َّْسَِّلََِمْعُلْوِدعَلَْيِو،ََوعََدُمَامْلَْدَرِةَعَََلَاَ  مت
Artinya: “Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung 
kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui 
dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). 
Sedangkan gharar menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (gisy), 
tipuan (khidaa‟) dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga 
ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.
37
  
Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka 
menurut Syafi‟iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana 
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dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 
„Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan : 
َ ََعْنََأيِبِ ََنَمـاِِلِ اِفِعْىَ:ََأْخََبَ ََرُسْولََََحْزِمَْبِنَِديْنـَاٍرََعْنَِاْبِنَاملَسيِِّةَكَاَلَامضَّ  َأنَّ
ََُ َُاّلّله َاّلّله َُ ََصَلَّ َاّلّله ََصَلَّ َََنَىىََعْنَتَْيعَِامْغََرِرَكَاَلَ:ََوََنَىىَامنَِِّبَ َ  عَلَْيِوََوَسَّلَّ
ََعْنَثََمٍنََعَسُةَامَْفْخلَِ َ  ْوُزَِِبـَاِل.ََوِمْنَتُُيْوعَِامْغََرِرِعْنَدَنَََواَلَيََُ عَلَْيِوََوَسَّلَّ
َتَْيُعََمـامَيَْسَعَِ ِوََوامَْعْبُدَاالَْْنَدَكََوتَْيُعَامَْحَمِلَِِفْ ْْيَِ تََعِنَُأّمِ  َوامُْحَوِتَتَُقََوامعَّ
َبُوََذِِلَََكَْبَلََأْنَيَُصاَدا  38َوَمـاََأص ْ
Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi‟I: “Telah memberitahukan 
kepada kami dari Abu Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa 
Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur 
penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari 
mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh 
bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut 
(mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin 
yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang 
melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum di tangkap dan 
segala bentuk jual beli yang sedemikian.”
39
 
2) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan pada waktu 
akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu 
akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan 
karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung 
ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi 
dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang 
tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak dengan 
beberapa macam yaitu:  
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a) Menyempurnakan takaran atau  ukurannya baik dengan takaran, 
timbangan, dan sebagainya untuk menetukan ukuran sesuatu. 
b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang 
termasuk benda tidak bergerak kadarnya secara terperinci 
kecuali oleh ahlinya. 
c) Kembali kepada „urf (adat) setempat yang tidak disebutkan 
diatas. 
d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup 




5. Khiyar dalam jual beli 
Kata Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Khiyar adalah hak 
kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan 
perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.
41
 Status khiyar 
menurut ulama fiqh, adalah di syariatkan atau di bolehkan karena suatu 
keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan 
masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
42
 Dilihat dari sebab 
terjadinya oleh suatu hal, khiyar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 
a) Khiyar Majlis  
Yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual 
dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau 
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membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari 
tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
كَـاَ َ)رواهَامبخارىَومسَّل(َامَْبْيـَعاِنَِتـاامْـِخيَـارَمـامَْمَيَـتَـَفرَّ
“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” 
(HR. Bukhari dan Muslim).
43
 
Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) 
telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti khiyar majlis 
tidak berlaku atau batal.
44
 
b) Khiyar Syarat 
Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 
berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan 




c) Khiyar „Aib 
Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli 
bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat 
pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui 
pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut kesepakatan para 
ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang 
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6. Macam-macam Jual Beli 
Mayoritas fuqaha membagi jual beli menjadi dua bagian.
47
 Dan 
pembagiannya adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun 
dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak 
tergantung pada hak khiyar lagi.
48
 Jual beli yang shahih 




2) Jual beli ghairu shahih,  yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun 
dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum 
terhadap objek akad.
50
 Yang termasuk dalam kategori ini adalah 
jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu jual beli yang disebabkan 
karena adanya unsur gharar. Kata gharar berarti halayan atau 
penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, 
spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan 
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kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, 
karena mengandung resiko yang terlampaui besar dan tak pasti.
51
 
 Dalam system jual beli gharar ini, terdapat unsur 
memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah 
melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, 
sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi: 
                          
                        
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 





7. Jual Beli Yang Dilarang Islam 
Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, begitu pula 
perbedaan pendapat jumhur ulama.
53
 Berkenaan dengan jual beli yang 
dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai 
berikut: 
a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 
1) Jual beli orang gila dan anak kecil 
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Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 
Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, anak kecil (belum 
mumazzis), sakalor dan lain-lain. 
2) Jual beli fudhul 
Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin 
pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian 
dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain 
(mencuri). 
3) Jual beli terpaksa 
Hampir sama dengan jual beli fudhul, jual beli terpaksa 
menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak sah, sebab tidak 
ada keridhaan ketika akad.
54
 
4) Jual beli Malja‟ 
Jual beli Malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
55
  
b. Terlarang sebab Ma‟qud Alaih (Barang jualan) 
1) Jual beli Gharar 
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli 
yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
َُّوَغُُرْوٌر.َ ـَمَمَِِفَامْـَماِءفَـِاَه ْواامضَّ َ)رواهَأ محــد(اَلَتَْضـرَتُ
                                                             
54 Ibid. h.94. 
55 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ..., h. 500-515 
42 
 
Artinya: “Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air 





2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air dipandang tidak 
sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 
yang pasti. 
3) Jual beli Majhul 
Yaitu jual beli yang tidak jelas. Menurut jumhur ulama jual beli 
seperti ini adalah tidak sah karena akan mendatangkan 
pertentangan diantara manusia. 
4) Jual beli sperma binatang 
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 
mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 
keturunan yang bai dan haram. Hal ini sebagaimana sabda 
Nabi: 
َصنـيمـاََعضـىَهللاََرََعْنَِاْبِنَُعـَمرََ ِ ََلكَـاَلَََنَـىََرُسْوُلَاّلّله َََاّلّله
َ)رواهَامبخارى( لَِامَْفحَََْعْنََعْسِةََعليوَوسَّل
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah 
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5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-
Quran). Maksudnya jual beli barang-barang yang sudah jelas 
hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah 
haram. 
6) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. 
Jual beli yang demikian itu adalah haram,sebab barangnya 
belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda 
Nabi: 
َرََر ََعْنَِاْبِنََُعَ َصنوََعَضـىَاّلّله ِ ََرُسْوَلَاّلّله ََانَّ ََعليوَوسَّلَلَاّلّله
َ)رواهَامبخارىَومسَّل(َََنَىىَتَْيـعََِحْبَلَامَْحَبَلََِ
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang 
penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. 




7) Jual beli Muzabanah 
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 
misalnya jual beli padi yang kering dengan padi yang basah, 
sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
59
 
c.  Terlarang karena Lafadz (Ijab Kabul) 
1) Jual beli Mu‟athah 
Yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh pihak (penjual dan 
pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi 
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tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak 
sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
2) Jual beli Munjiz 
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli 
seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan 
dengan syarat dan rukun jual beli. 
3) Jual beli Najasyi 
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi 
orang lain. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 
dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). 
Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
َص ِ َََنَىىََرُسـْولَاّلّله َجِشَََعليوَوسَّللَاّلّله َ)رواهَامبخارىَومسَّل(ََعِنَامنّـَ
Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan 




4) Menjual di atas penjualan orang lain 
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 
cara menurunkan harga, sehingga orang tersebut mau membeli 
barangnya. Jual beli seperti ini di larang agama karena dapat 
menimbulkan (persaingan) tidak sehat antar pedagang. 
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 Qadir Hasan & Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis Hukum, 
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5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Jual beli seperti ini dilarang agama sebab dapat mendatangkan 
perselisihan diantara pedagang (penjual).  
 
B. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai 
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali 
informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu 
informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul 
yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 
1. Skripsi Durrotun Nafisah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisanga 
Semarang tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. 
Penulis menganalisis Sistem tebasan yang diteliti oleh Durrotun 
Nafisah. Dalam penelitiannya sistem tebasan ini dianggap menguntungkan 
pihak pembeli atau penebas, pasalnya dalam praktiknya, tebasan yang 
dilakukan yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil 
buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas 
diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas 
akan mendapat kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. 
Padahal, Pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko 
yang akan terjadi pada objek akad menjadi tangggungan penebas saat telah 
46 
 
terjadi konsensus antara kedua pihak, karena objek tersebut telah menjadi 
hak miliknya pembeli. Namun karena jual beli ini sudah menjadi adat 
kebiasaan dalam masyarakat Sidoharjo, dan menggambarkan suatu 
kerelaan dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada 
paksaan kedua belah pihak maka hukumnya sah menurut Islam karena 
terpenuhi syarat dan rukun jul beli.
61
 
2. Skripsi Erwan Bin Sangkala, mahasiswa UIN Alauddin Makasar Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2017 dengan judul “Tradisi Praktik 
Mappalla‟ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)” 
Mekanisme tradisi praktek mappalla‟ (borongan) dalam jual beli 
singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
yaitu, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan 
singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama 
melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong 
yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa batang 
singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan 
jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil 
penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong 
milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul 
dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani 
(penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi 
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 Durrotun Nafisah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan, Studi 
Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”, (Skripsi 
Strata Satu Fakultas Syariah UIN Walisanga Semarang: 2014.) 
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sisanya oleh pembeli setelah proses panen singkong selesai. Jual beli ini 
dianggap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena 
setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah 
memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku  dalam Islam.
62
 
3. Skripsi Amzy Farrah Sandri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo 
Semarang tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. 
Dalam penelitiannya jual beli buah pisang dilakukan dengan cara 
sistem tebasan yaitu membeli pisang yang belum berbuah melainkan 
masih dalam bentuk jantung pisang, agar memudahkan dan efisien tempat. 
Dimana saat transaksi jual beli tersebut diberikan terlebih dahulu uang 
muka sebagai jaminan agar tidak dijual kepada orang lain dan sisanya di 
bayar setelah buah itu masak. Perjanjian di buat setelah sebongkot pisang 
terlihat, pisang dihargai dengan uang muka 30% dan pelunasan 70% untuk 
satu bongkot penuh, namun ketika diketahui sampai waktu panen yang 
menjadi buah hanya setengah maka pembayarannya di kurangi. Misal 
pembeli meminta 7 sisir namun, pada saat panen yang tumbuh hanya 5 
sisir, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung yang ditaksir 7 sisir 
menjadi 5 sisir dan pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari 
pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar 
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sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa pembayaran uang pada awal 
perjanjian. Ini berarti resiko kerugian ditanggung penjual, sebab pisang 
masih berada di pohonnya pemilik (penjual) sampai menunggu masak 
untuk dapat  di panen. 
Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, 
bahwa jual beli pisang dengan sistem tebasan di Desa Jati Indah yang 
menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena 
masih berbentuk jantung pisang. Tetapi ketidakjelasan tersebut terhapus 
karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli yaitu 
ketika sudah siap di panen dari pohonnya dan suatu kerelaan kedua belah 
pihak atas suatu perjanjian. Jadi  dapat disimpulkan tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli tebasan pisang kepok ini hukumnya adalah sah menurut 
hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jul beli.
63
  
4. Skripsi Surendi mahasiswa UM Surakarta tahun 2016 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem 
Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram 
Kabupaten Lampung Tengah)”. 
Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua 
hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran 
atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian 
mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan 
jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam 
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bawah tanah. Pembayaran dilakukan dua tahap yang pertama sebagai uang 
muka dan kedua dilakukan pembayaran setelah  waktu panen tiba sebagai 
pelunasan. Jual beli ini juga menjadi tradisi masyarakat Terbanggi Ilir, 
dimana keduanya saling sukarela karena dianggap memudahkan bagi 
petani mencari pemborong dan sebaliknya pemborong memberikan harga 
sesuai dengan jumlah keseluruhan kepada petani sampai waktu panen tiba, 
hal inipun sah hukumnya dalam tinjauan hukum Islam.
64
 
 Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa 
karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penulis menyadari 
dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang 
membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi 
penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli singkong 
sebelum masa panen yang ada di desa Pagar Buana berbeda dengan sistem 
tebasan maupun borongan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. Kemudian penulis berusaha secara khusus menganalisis 
praktek jual beli singkong sebelum masa panen ini dari tinjauan hukum 
Islam. 
 
                                                             
64
 Surendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas, 
Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, 





A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) 




ََ ْْيَِ َلَُـُملَات َِِبمض َّ ْْيِ  امض َّ
Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).” 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-tijarah,  dan 
al-mubadalah.  Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.
2
 
َّنَتَُبورََ اَرًةَم َ﴾٩٢﴿ يَْرُجوَنَِِتَ
Artinya: “mereka mengharapkan tijarah (perdagangan yang tidak akan 
rugi.” (QS. Fathir (35).29). 
Jual beli menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam 
mendefinisikannya, antara lain: 
a. Menurut ulama Hanafiah membagi definisi jual beli kedalam dua 
macam, yaitu: 
1) Definisi dalam arti umum, yaitu : 
َتََوَُىَوَتَْيعَُ وَِـِاَمنََّـامَْعْْيِ ِةََوََنْ ََىِةََوَامِْفضَّ ََىـَاَأ ْوُمبَاَدَََْلَدَْيِنَاذلَّ َةَُـم
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لَْعِةَتَ ِوَىِاَعَََلََوْجوََِْلدَِـِاَمنََّـامِسّ  3َمْخُصْوٍص.َأ ْوَََنْ
Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang 
dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.” 
 
2) Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
4ََوُىَوَُمبَاََدَمَـِةَامَْماَِلَعَََلََوْجِوََمْخُصْوٍص.
Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta 
menurut cara yang khusus.” 
 
b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua 
macam, yaitu arti umum dan khusus. 
1) Definisi dalam arti umum, yaitu:  
ةَِ ََمنَاَِفَعََواَلَُمْتَعِةَمَـذَّ  5.فَيَُوََعْلُدَُمَعاََوَضِةَعَََلَغَْْيِ
Artinya: “ Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas 
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.” 
 
2) Definisi dalam arti khusus 
ِةَأ ْوَُمََكَيََسِةَ ََمنَـاَِفـَعََواَلَُمْتـَعـِةَمَـذَّ ـَُوََعـْلُدَُمَعـاََوَضِةَعَََلَغَْْيِ َفَي
َفـِْيِو.َأَحـُدَِعَوََضْيِةَ َامْـَعْْيِ َغَـْْيُ ٌ ٍة،َُمَعـْيَّ ََذَىٍةََواَلَِفضَّ 6َغَـْْيُ
Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbale balik) atas 
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 
bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan 
bukan perak, objeknya jelas bukan utang.” 
                                                             
3 Abdurrahman Al-Jazairi, Khitabul Fiqh‟ Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II, (Beirut: Darul 
Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134. 
4
  Ibid, h. 135 
5 Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtar, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 
2004), h. 204. 
6 Ibid. h. 372. 
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Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 
mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula 
perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak 
ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 
dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui 
sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
7
 
c. Imam Syafi‟i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, 
praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan 




Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:  
َْاملَالَِ 9َََوتََملكَكًَتَْمِلْيَكًََِِبمَْمالََُِمَباََدََلُ
Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan.” 
 
Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan 
pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus 
dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarah).
10
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Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan 
bahwa Ba‟i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran 
benda dengan uang.
11
 Pada intinya adalah proses tukar menukar barang. 
Hal ini bahkan sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif yang pada saat 
itu uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan 
sistem barter. Dan meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti 
dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih 
berlaku.
12
 Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki 
kebutuhan yang berbeda setiap harinya, dan untuk memenuhi 
kebutuhannya seseorang tidak mungkin memberinya tanpa meminta 
imbalan. Untuk itu diperlukan hubungan interaksi antara manusia, salah 
satu sarananya adalah dengan transaksi jual beli.
13
 
Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan 
uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101. 
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 Rozalinda, Fikih Ekonomi syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, para ulama 
mengatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah mubah (boleh). 
Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 
790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.  Hal 
ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur‟an, Hadits 
dan Ijma‟ Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam 
diantaranya, yaitu: 
a. Al-Qur‟an 
Ada beberapa ayat al-Qur‟an yang menjadi landasan jual beli, 
diantaranya: 
1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 : 
                





Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya 
Tafsir Al-Misbah yaitu jual beli adalah transaksi yang 
menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui 
kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟nul Karim Tafsir per-Kata, (Jakarta: Al-
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2) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198 : 
                   
Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 




3) Q.S An-Nisa‟ (4) ayat 29: 
                        
                  
          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,(tidak 
benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa memakan harta 
yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna 
larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak 
mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan megantarkannya 
kepada kemaksiatan dan kehancuran seperti praktek-praktek riba 
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1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim 
َكَالََ َ َعَلَْيِوََوَسَّلَّ ُ َاّلّله ََصَلَّ ََعْنُوََعِنَامنَِّبِّ ُ َاّلّله ََعِنَْامِلْلَداِمََرِِضَ
َ ِلَيَِدِهََوِانَّ َِمْنَََعَ اَِمْنََاْنَيَبََُِكَ َخْْيً ََاَحٌدََظَعاًَماَكَطَك ََماَاََََكَ
َدََ ِ َاّلّله ِلَيَِدِهَ.َهَِبَّ َِمْنَََعَ اَلُمَََكَنَيَبََُِكُ   ()راهَامبغارىاُوَدَعَلَْيِوَامسَّ
 
Artinya : Dari Miqdam RA., dari Rasulullah SAW. 
Bersabda, “seseorang tidak pernah memakan makanan yang lebih 
baik daripada makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesunguhnya 





Hal ini berarti jual beli yang jujur, tanpa diiringi 
kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis 
dari Abi Sa‟id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn 








Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat 
bahwa jual beli itu dibolehkan jika didalamnya terpenuhi rukun 
dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.
22
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 Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan 
harta yang dimiliknya dan memberi jalan keluar untuk masing-
masing manusia dengan maksud untuk  memiliki harta orang lain 
dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip 
perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak 
yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh 
prinsip muamalah, yaitu sebagai berikut: 
1) Prinsip Kerelaan 
2) Prinsip Bermanfaat 
3) Prinsip Tolong Menolong 
4) Prinsip Tidak terlarang23 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempuyai 
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli. Di bawah ini rukun dan syarat jual beli 
adalah sebagai berikut: 
a. Rukun Jual Beli 
Rukun adalah kata mufrad dari kata jama‟ arkan, artinya asas 
atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 
dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu 
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pekerjaan dan sesuatu termasuk di dalam pekerjaan itu.
24
 Adapun 
rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 
1) Penjual (Bai‟),  yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, 
atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 
2) Pembeli (mushtar), yaitu orang yang cakap yang dapat 
membelanjakan hartanya (uangnya). 
3) Barang jualan (ma‟qud „alaih), yaitu sesuatu yang 
diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual dan diketahui sifatnya 
oleh pembeli. 
4) Shighat (ijab dan qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual 
dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 
pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 




b. Syarat sahnya jual beli 
1) Syarat subjek jual beli: yaitu penjual dan pembeli harus 
memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut: 
a) Berakal, yaitu baik penjual dan pembeli dapat membedakan 
atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab 
itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 
dan orang gila hukumnya tidak sah. 
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b) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan 
baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak 
laki-laki  dan telah datang bulan (haid) bagi anak 
perempuan). 
c) Kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam 
melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak boleh 
ada yang mendapat tekanan atau paksaan dari pihak lain, 
karena jual beli yang dilakukan atas dasar bukan kehendak 
sendiri hukumnya tidak sah.
26
 
2) Syarat Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi 
sebab terjadiya transaksi jual beli,  dalam hal ini harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 
diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis 
atau yang diharamkan. 
b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang 
itu. 
c) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, 
maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa 
kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku. 
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d) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan 
akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian 
jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah atau 
telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 
e) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, 
maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual 




3) Syarat nilai tukar (harga barang) 
Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, 
yang di zaman sekarang adalah uang. Berkaitan dengan nilai 
tukar ini, ulama fiqh membedakan antara ats-tsaman dengan 
as-si‟r.  Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang 
berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan 
as-si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima para 
pedagang sebelum dijual ke konsumen, dengan demikian ada 
dua harga yaitu harga antar pedagang, dan harga antar 
pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).
28
 Harga yang 
dapat dipermainkan para pedagang adalah ats-tsaman, bukan 
harga as-si‟r. Ulama  fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-
tsaman sebagai berikut: 
                                                             
27
 Ibid, h. 107-109. 
28




a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara 
hukum, seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila 
harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka 
pembayarannya harus jelas waktunya. 
c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang 
yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 




4. Pendapat Para Ulama 
Adapun para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam jual beli baik dalam akad, aqid, ataupun dalam 
ma‟qud alaih. Adapun pendapat mereka akan diuraikan berikut ini: 
a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). 
Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan 
qabul berarti penerimaan. Ijab dan qabul dapat dilakukan oleh 
penjual dan pembeli.  Ucapan atau tindakan yang terlahir terlebih 
dahulu dari salah satu pihak yang berakad disebut ijab kemudian 
ucapan atau tindakan yang terlahir sesudahnya disebut qabul.
30
 
Menurut ulama Hanafi, penerapan ijab dan qabul tidak 
harus diekspresikan dalam ucapan (perkataan tertentu).  Ukuran 
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ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi 
dan adanya tindakan, tindakan memberi atau menerima dalam 
bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan 
kepemilikan. Kata bi‟tu (saya menjual), malaktu (saya memiliki), 
isytalaitu (saya beli), akhadtu (saya ambil) merupakan contoh akad 
jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.
31
  
Adapun menurut ulama Syafi‟iyah bahwa jual beli tidak 
sah kecuali dilakukan dengan sighat yang berupa ucapan tertentu 
atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli 
dengan tulisan, putusan orang atau dengan isyarat tuna wicara yang 
dapat dimengerti (dipahami maksudnya).  
Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul menurut pendapat 
Syafi‟iyah dan Hanabilah adalah adanya kesinambungan antara 
keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat 
merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa 
keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual 
beli selain hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. Kemudian syarat 
lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya 
kesesuaian antara ijab dengan qabul terhadap harga barang yang 
diperjual belikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak 
ada kesesuaian antara ijab dan qabul.  
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b.  Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli).  
Dalam syarat sah aqid melakukan atas kehendak sendiri 
Abdurahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang 
pandangan empat madzab dalam masalah pemaksaan dalam jual 
beli ini, yakni:  Pertama menurut ulama madzab Hambali 
menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak 
boleh dipaksa secara lahir dan batin. Apabila keduanya hanya 




Kedua menurut madzab Hanafi bahwa akad yang 
dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi 
kedua belah pihak dapat menfasakh atau membatalkannya karena 
terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim 
memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutangnya 
dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual 
beli tersebut dinyatakan fasid. Ketiga ulama madzab Maliki 
menyatakan bahwa jual beli tidak memiliki kekuatan hukum 
apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, menurut mereka terdapat 
dua macam, yaitu: 
a) Paksaan untuk menjual, jual beli semacam ini tidak 
mempunyai akibat hukum. Jadi penjual dapat meminta kembali 
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barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang 
tersebut, selama barang tersebut tidak rusak ditangan pembeli.  
b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa 
seseorang untuk menjual barangnya. Namun sebagian 
kalangan ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa 
jual beli tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena 
dengan pertimbangan masih adanya kemaslahatan bagi 
penjual. Jalan keluar paksaan dari orang yang meminta uang 
kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya 
sehingga dia dipenjara, adalah menjual barang yang dimiliki 
guna mendapatkan uang yang diminta orang itu agar dia 
selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandainya jual beli 
tersebut tidak sah, tidak ada seorang pun yang datang untuk 
membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia 
harus masuk penjara.  
Oleh sebab itu jual beli tersebut telah disepakati sebagian 
besar madzab maliki, sebagai jual beli yang sah dan 
mempunyai kekuatan hukum.
33
 Atas dasar pernyataan diatas, 
menurut madzab maliki, paksaan karena suatu hak tidak 
menghalangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib 
melaksanakannya.  
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Keempat ulama madzab Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli 
yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. 
Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat 
dibagi menjadi dua:  
a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang 
lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.  
b) Paksaan karena suatu hak, artinya seseorang memaksa orang 
lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Hal 
seperti ini tidak mencacatkan akad jual beli dan hukum akad 
tersebut sah. 
c. Syarat dalam ma‟qud alaih (objek akad).  
Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat ma‟qud alaih ada enam 
macam, namun pada dasarnya dua dari enam syarat tersebut tetap 
mercakup empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad 
berlangsung. Secara global akad jual beli harus terhindar dari 
enam macam „aib, yaitu terhidar dari unsur ketidakjelasan 
(jihalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan dengan waktu (at-
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Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli 
tersebut tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli 
perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual 
beli salam.
35
 Sebagaimana sabda Rasulullah saw.  
َواىادلاركعىنَعنَأ يبَىريره()َر ذاراه منَاصـرتىَصيئاَملَيراهَفيوَِبخليارا
“Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia 




Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut „urf 
(adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang  agar terjaga dengan 
baik. Menurut Wabah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islam wa 
Adillatuh juz kelima menyatakan: 
ْيَُىَوَُمَضنَّةَََُوامْغََرُرَمُغَةٌَ ِ ُلُو،ََ:ََمـْعنَـاُهَاخِلَداُعَاذلَّ لّـَ ِرَضاِتِوَِعْنَدَََتَ  فَيَُكْونََُأالََّ
َامِلالََُ َِتلَْ مغََرُرَِفْليـًاَيَتَنَاَوُلَامِغُشََواامَْخَداعَُِِبمَْباِظِل.َواََِْمْنََأََكَ  َوامِْجيَاََلُ
َّْسَِّلََِمْعُلْوِدعَلَْيِو،ََوعََدُمَامْلَْدَرِةَعَََلَاَ  مت
Artinya: “Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung 
kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui 
dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). 
Sedangkan gharar menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (gisy), 
tipuan (khidaa‟) dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga 
ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.
37
  
Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, maka 
menurut Syafi‟iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana 
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dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 
„Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan : 
َ ََعْنََأيِبِ ََنَمـاِِلِ اِفِعْىَ:ََأْخََبَ ََرُسْولََََحْزِمَْبِنَِديْنـَاٍرََعْنَِاْبِنَاملَسيِِّةَكَاَلَامضَّ  َأنَّ
ََُ َُاّلّله َاّلّله َُ ََصَلَّ َاّلّله ََصَلَّ َََنَىىََعْنَتَْيعَِامْغََرِرَكَاَلَ:ََوََنَىىَامنَِِّبَ َ  عَلَْيِوََوَسَّلَّ
ََعْنَثََمٍنََعَسُةَامَْفْخلَِ َ ْوُزَِِبـَاِل.ََوِمْنَتُُيْوعَِامْغََرِرِعْنَدَنََ عَلَْيِوََوَسَّلَّ  َواَلَََيُ
َتَْيُعََمـامَيَْسَعَِ ِوََوامَْعْبُدَاالَْْنَدَكََوتَْيُعَامَْحَمِلَِِفْ ْْيَوامُْحَوِتَ تََعِنَُأّمِ  تَُقََوامعَّ
َبُوََذِِلَََكَْبَلََأْنَيَُصاَدا ََوَمـاََأص ْ
Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi‟I: “Telah memberitahukan 
kepada kami dari Abu Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa 
Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur 
penipuan.” Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari 
mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh 
bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut 
(mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin 
yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang 
melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum di tangkap dan 




2) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan pada waktu 
akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu 
akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan 
karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung 
ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi 
dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang 
tidak bergerak. Teknis penyerahan benda yang bergerak dengan 
beberapa macam yaitu:  
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a) Menyempurnakan takaran atau  ukurannya baik dengan takaran, 
timbangan, dan sebagainya untuk menetukan ukuran sesuatu. 
b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang 
termasuk benda tidak bergerak kadarnya secara terperinci 
kecuali oleh ahlinya. 
c) Kembali kepada „urf (adat) setempat yang tidak disebutkan 
diatas. 
d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup 




5. Khiyar dalam jual beli 
Kata Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Khiyar adalah hak 
kebebasan memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan 
perjanjian (akad) jual beli atau membatalkannya.
40
 Status khiyar 
menurut ulama fiqh, adalah di syariatkan atau di bolehkan karena suatu 
keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan 
masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
41
 Dilihat dari sebab 
terjadinya oleh suatu hal, khiyar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 
a) Khiyar Majlis  
Yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah pihak (penjual 
dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau 
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membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari 
tempat akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
كَـاَ َ)رواهَامبخارىَومسَّل(َامَْبْيـَعاِنَِتـاامْـِخيَـارَمـامَْمَيَـتَـَفرَّ
“Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” 
(HR. Bukhari dan Muslim).
42
 
Dengan demikian apabila keduanya (penjual dan pembeli) 
telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti khiyar majlis 
tidak berlaku atau batal.
43
 
b) Khiyar Syarat 
Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 
berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan 




c) Khiyar „Aib 
Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli 
bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat 
pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui 
pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut kesepakatan para 
ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang 
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6. Macam-macam Jual Beli 
Mayoritas fuqaha membagi jual beli menjadi dua bagian.
46
 Dan 
pembagiannya adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun 
dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak 
tergantung pada hak khiyar lagi.
47
 Jual beli yang shahih 




2) Jual beli ghairu shahih,  yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun 
dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum 
terhadap objek akad.
49
 Yang termasuk dalam kategori ini adalah 
jual beli bathil dan jual beli fasid, yaitu jual beli yang disebabkan 
karena adanya unsur gharar. Kata gharar berarti halayan atau 
penipuan. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, 
spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan 
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kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, 
karena mengandung resiko yang terlampaui besar dan tak pasti.
50
 
 Dalam system jual beli gharar ini, terdapat unsur 
memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah 
melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, 
sebagaimana tersebut dalam firman-Nya yang berbunyi: 
                          
                        
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 





7. Jual Beli Yang Dilarang Islam 
Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, begitu pula 
perbedaan pendapat jumhur ulama.
52
 Berkenaan dengan jual beli yang 
dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai 
berikut: 
a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 
1) Jual beli orang gila dan anak kecil 
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Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 
Begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, anak kecil (belum 
mumazzis), sakalor dan lain-lain. 
2) Jual beli fudhul 
Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin 
pemiliknya. Menurut para ulama jual beli yang demikian 
dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain 
(mencuri). 
3) Jual beli terpaksa 
Hampir sama dengan jual beli fudhul, jual beli terpaksa 
menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak sah, sebab tidak 
ada keridhaan ketika akad.
53
 
4) Jual beli Malja‟ 
Jual beli Malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
54
  
b. Terlarang sebab Ma‟qud Alaih (Barang jualan) 
1) Jual beli Gharar 
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, jual beli 
yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
َُّوَغُُرْوٌر.َ ـَمَمَِِفَامْـَماِءفَـِاَه ْواامضَّ َ)رواهَأ محــد(اَلَتَْضـرَتُ
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Artinya: “Janganlah kamu membeli Ikan di dalam air 





2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air dipandang tidak 
sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 
yang pasti. 
3) Jual beli Majhul 
Yaitu jual beli yang tidak jelas. Menurut jumhur ulama jual beli 
seperti ini adalah tidak sah karena akan mendatangkan 
pertentangan diantara manusia. 
4) Jual beli sperma binatang 
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 
mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 
keturunan yang bai dan haram. Hal ini sebagaimana sabda 
Nabi: 
َصنـيمـاََعضـىَهللاََرََعْنَِاْبِنَُعـَمرََ ِ َكَـاَلَََنَـىََرُسْوُلَاّلّله َََلَاّلّله
َ)رواهَامبخارى( لَِامَْفحَََْعْنََعْسِةََعليوَوسَّل
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah 
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5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-
Quran). Maksudnya jual beli barang-barang yang sudah jelas 
hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah 
haram. 
6) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. 
Jual beli yang demikian itu adalah haram,sebab barangnya 
belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda 
Nabi: 
َرََر ََعْنَِاْبِنََُعَ َصنوََعَضـىَاّلّله ِ ََرُسْوَلَاّلّله ََانَّ ََعليوَوسَّلَلَاّلّله
َ)رواهَامبخارىَومسَّل(َََنَىىَتَْيـعََِحْبَلَامَْحَبَلََِ
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW telah melarang 
penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. 




7) Jual beli Muzabanah 
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 
misalnya jual beli padi yang kering dengan padi yang basah, 
sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.
58
 
c.  Terlarang karena Lafadz (Ijab Kabul) 
1) Jual beli Mu‟athah 
Yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh pihak (penjual dan 
pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi 
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tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak 
sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
2) Jual beli Munjiz 
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli 
seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan 
dengan syarat dan rukun jual beli. 
3) Jual beli Najasyi 
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi 
orang lain. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 
dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). 
Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
َِ ََصََنَىىََرُسـْولَاّلّله َجِشَََعليوَوسَّللَاّلّله َ)رواهَامبخارىَومسَّل(ََعِنَامنّـَ
Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan 




4) Menjual di atas penjualan orang lain 
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 
cara menurunkan harga, sehingga orang tersebut mau membeli 
barangnya. Jual beli seperti ini di larang agama karena dapat 
menimbulkan (persaingan) tidak sehat antar pedagang. 
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5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
Jual beli seperti ini dilarang agama sebab dapat mendatangkan 
perselisihan diantara pedagang (penjual).  
 
B. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai 
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali 
informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu 
informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul 
yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 
1. Skripsi Durrotun Nafisah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisanga 
Semarang tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Sistem Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidoharjo 
Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. 
Penulis menganalisis Sistem tebasan yang diteliti oleh Durrotun 
Nafisah. Dalam penelitiannya sistem tebasan ini dianggap menguntungkan 
pihak pembeli atau penebas, pasalnya dalam praktiknya, tebasan yang 
dilakukan yaitu pada saat pohon cengkeh berbuah sedikit atau hasil 
buahnya tidak sesuai dengan target dari penebas maka penebas 
diperbolehkan untuk tidak memanen buah cengkeh tersebut, dan penebas 
akan mendapat kompensasi (ganti rugi) pada musim panen berikutnya. 
Padahal, Pada dasarnya ketika melakukan perjanjian jual beli, maka resiko 
yang akan terjadi pada objek akad menjadi tangggungan penebas saat telah 
46 
 
terjadi konsensus antara kedua pihak, karena objek tersebut telah menjadi 
hak miliknya pembeli. Namun karena jual beli ini sudah menjadi adat 
kebiasaan dalam masyarakat Sidoharjo, dan menggambarkan suatu 
kerelaan dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada 
paksaan kedua belah pihak maka hukumnya sah menurut Islam karena 
terpenuhi syarat dan rukun jul beli.
60
 
2. Skripsi Erwan Bin Sangkala, mahasiswa UIN Alauddin Makasar Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2017 dengan judul “Tradisi Praktik 
Mappalla‟ (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)” 
Mekanisme tradisi praktek mappalla‟ (borongan) dalam jual beli 
singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
yaitu, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan 
singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama 
melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong 
yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa batang 
singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan 
jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil 
penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong 
milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul 
dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani 
(penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi 
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sisanya oleh pembeli setelah proses panen singkong selesai. Jual beli ini 
dianggap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena 
setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah 
memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku  dalam Islam.
61
 
3. Skripsi Amzy Farrah Sandri, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo 
Semarang tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. 
Dalam penelitiannya jual beli buah pisang dilakukan dengan cara 
sistem tebasan yaitu membeli pisang yang belum berbuah melainkan 
masih dalam bentuk jantung pisang, agar memudahkan dan efisien tempat. 
Dimana saat transaksi jual beli tersebut diberikan terlebih dahulu uang 
muka sebagai jaminan agar tidak dijual kepada orang lain dan sisanya di 
bayar setelah buah itu masak. Perjanjian di buat setelah sebongkot pisang 
terlihat, pisang dihargai dengan uang muka 30% dan pelunasan 70% untuk 
satu bongkot penuh, namun ketika diketahui sampai waktu panen yang 
menjadi buah hanya setengah maka pembayarannya di kurangi. Misal 
pembeli meminta 7 sisir namun, pada saat panen yang tumbuh hanya 5 
sisir, maka terjadi pengurangan harga setelah jantung yang ditaksir 7 sisir 
menjadi 5 sisir dan pembeli hanya membayar sisa pengurangan dari 
pelunasan 5 sisir dengan uang muka 7 sisir, yang seharusnya dibayar 
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sejumlah 7 sisir untuk melunasi sisa pembayaran uang pada awal 
perjanjian. Ini berarti resiko kerugian ditanggung penjual, sebab pisang 
masih berada di pohonnya pemilik (penjual) sampai menunggu masak 
untuk dapat  di panen. 
Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, 
bahwa jual beli pisang dengan sistem tebasan di Desa Jati Indah yang 
menurut penyusun tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena 
masih berbentuk jantung pisang. Tetapi ketidakjelasan tersebut terhapus 
karena diadakan pembuktian mengenai obyek jual beli oleh pembeli yaitu 
ketika sudah siap di panen dari pohonnya dan suatu kerelaan kedua belah 
pihak atas suatu perjanjian. Jadi  dapat disimpulkan tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli tebasan pisang kepok ini hukumnya adalah sah menurut 
hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun jul beli.
62
 
4. Skripsi Surendi mahasiswa UM Surakarta tahun 2016 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem 
Tebas (Studi Kasus Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram 
Kabupaten Lampung Tengah)”. 
Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua 
hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran 
atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian 
mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan 
jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam 
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bawah tanah. Pembayaran dilakukan dua tahap yang pertama sebagai uang 
muka dan kedua dilakukan pembayaran setelah  waktu panen tiba sebagai 
pelunasan. Jual beli ini juga menjadi tradisi masyarakat Terbanggi Ilir, 
dimana keduanya saling sukarela karena dianggap memudahkan bagi 
petani mencari pemborong dan sebaliknya pemborong memberikan harga 
sesuai dengan jumlah keseluruhan kepada petani sampai waktu panen tiba, 
hal inipun sah hukumnya dalam tinjauan hukum Islam.
63
 
 Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa 
karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penulis menyadari 
dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang 
membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi 
penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang jual beli singkong 
sebelum masa panen yang ada di desa Pagar Buana berbeda dengan sistem 
tebasan maupun borongan yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. Kemudian penulis berusaha secara khusus menganalisis 
praktek jual beli singkong sebelum masa panen ini dari tinjauan hukum 
Islam. 
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A. Daftar Pertanyaan dengan Aparatur Desa Pagar Buana 
1. Dimana Letak Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten 
Tulang Bawang Barat? 
2. Bagaimana Sejarah terbentuknya Desa Pagar Buana? 
3. Bagaimana Keadaan Geografis Desa Pagar Buana? 
4. Bagaimana Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Pagar Buana? 
5. Seperti apa Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pagar Buana? 
B. Daftar Pertanyaan dengan Pemborong dan Pemilik Lahan 
1. Apa yang di maksud dengan jual beli pengenoman atau jual beli 
sebelum masa panen ? 
2. Bagaimana praktik jual beli singkong sebelum masa panen di Desa 
Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang 
Barat?  
3. Apa faktor yang mealatarbelakangi terjadinya jual beli singkong 
sebelum masa panen di Desa Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga 
Kabupaten Tulang Bawang Barat?  
4. Seperti apakah proses kegiatan jual beli ini dilakukan? Kapan dan 
bagaimana? 
5. Bagaimana cara mendapatkan pemborong dalam jual beli singkong 
sebelum masa panen ini? 
6. Bagaimanakah akad perjanjian yang digunakan dalam transaksi ini? 
viii 
 
7. Berapa harga yang diminta petani ketika menjual tanaman yang belum 
masuk waktu panen? 
8. Kapan waktu panen dapat dilakukan? 
9. Bagaimanakah sisitem pembayarannya? 
10. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk perawatan yang 
digunakan petani untuk singkong usia 3 bulan? 
11. Berapa banyak pula biaya yang dikeluarkan pembeli selama waktu 
menunggu panen singkong? 
12. Seperti apa harga singkong di pasaran umum? 
13. Adakah aspek untung rugi yang jelas dalam transaksi jual beli ini? 
14. Berapa banyakkah masyarakat yang melakukan transaksi seperti ini? 
15. Siapa saja masyarakat yang telah melakukan transaksi seperti ini? 
16. Bagaiamana pandangan masyarakat tentang jual beli singkong sebelum 
masa panen ini? 
17. Bagaimana  pandangan pemborong tentang jual beli singkong sebelum 
masa panen ini? 
18. Bagaimana  pandangan pemilik lahan tentang jual beli singkong 
sebelum masa panen ini? 
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